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Abstract

Asset management is a means to organize, plan, design, and monitor the process of acquiring, maintaining, updating, and
disposal of all forms of infrastructure and technical assets to support the provision of public services. This study focuses on one
concept of asset management, the safeguarding of assets. Safeguarding of assets consists of three implementation, namely the
administration security, physical security, and legal safeguards. This study aims to determine the effectiveness of asset protection in
achieving accountability in the government of Surabaya, in addition, this study also aims to determine what factors may hinder the
implementation of support and security. Surabaya was chosen to be the locus in this study because of Surabaya is the status of Fair
City With the exception of the Supreme Audit Agency over its assets. This research was conducted by using descriptive qualitative
method of determining informant technique purposive sampling. Data obtained from interviews and analyzed by reducing,
presenting, and draw conclusions. The results of this study indicate that the asset security in Surabaya City Government was not
effective. This is indicated by the success of the program implementation with various problems and obstacles encountered in the
field that can not be resolved despite the integration between the government of Surabaya with other agencies, the implementation of
security failure due to lack of adequate infrastructure in the implementation.
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Pendahuluan

Sejak  diberlakukannya  Undang-Undang
Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah,
penyelenggaraan  Pemerintah  daerah mengalami
pergeseran  fundamental,  baik secara  politis,
administratif, teknis maupun keuangan dan ekonomi,
untuk mencermati menghadapi perubahan pengelolaan
Pemerintah daerah tersebut adalah perlunya menata
manajemen Pemerintahan yang dapat bekerja secara
lebih efesien, efektif dan ekonomis.*

Manajemen Pemerintahan yang efektif sangat
dibutuhkan agar berbagai urusan Pemerintahan
dilimpahkan kewenangannya kepada daerah dan dapat
terselenggara  secara  maksimal  serta  dapat
dipertanggungjawabkan secara baik kepada publik.
Untuk lebih meningkatkan kapasitas daerah dalam
mengelola pembangunan daerah, Pemerintah juga telah
menerbitkan Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003
tentang Keuangan Negara yang selanjutnya diikuti
dengan Undang-Undang Nomor 1 tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara. Melalui kebijakan ini
Pemerintah secara aktif mendorong terjadinya
reformasi di bidang keuangan daerah. Alasan yang
mendasari perlunya reformasi keuangan daerah yaitu
mendorong pengelolaan keuangan daerah yang
berbasis  kinerja, dan mendorong terwujudnya
akuntabilitas publik di bidang keuangan daerah.

Peraturan tersebut di atas juga melahirkan
Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 6 tahun 2006
tentang Pengelolaan Barang Millik Daerah (BMD) dan
Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor
17 tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan

! http://otonomidaerah.com/ diakses pada tanggal 7
April 2013 jam 19.00

Barang Milik Daerah yang merupakan revisi dari
Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor
152 tahun 2004.

Pertanggungjawaban atas BMD kemudian
menjadi semakin penting ketika Pemerintah wajib
menyampaikan pertanggungjawaban atas pelaksanaan
APBD dalam bentuk laporan keuangan yang disusun
melalui suatu proses akuntansi atas transaksi keuangan,
aset, hutang, ekuitas dana, pendapatan dan belanja,
termasuk transaksi pembiayaan dan perhitungan.
Informasi BMD memberikan sumbangan yang
signifikan di dalam laporan keuangan (neraca) yaitu
berkaitan dengan pos-pos persediaan, aset tetap,
maupun aset lainnya.

Dalam kerangka otonomi daerah, peranan
manajemen aset sangat vital karena dalam pengelolaan
aset Pemerintah Daerah diperlukan perencanaan yang
matang mulai dari rencana pengadaan, pemanfaatan,
sampai dengan penghapusan. Pembuatan perencanaan
pengelolaan aset Pemda ini tidak dapat dilaksanakan
dengan baik sebelum aset tersebut diketahui nilai
wajarnya sehingga dapat dilakukan optimalisasi
terhadap pengelolaan aset Pemda. Dengan mengetahui
nilai wajar dari aset Pemda, maka kasus-kasus
transaksi tukar guling antara Pemda dengan pihak lain
yang seringkali merugikan pihak Pemda dapat
diminimalkan karena terjadi pertukaran berdasarkan
nilai yang wajar dan dapat dipertanggungjawabkan.

Nilai aset yang tersebar di seluruh negara
Republik Indonesia (termasuk daerah propinsi dan
kabupaten) adalah Rp 3.023,44 triliun sesuai dengan
Laporan Neraca Pemerintahan Pusat yang dicatat
Kementerian Keuangan per 31 Desember 2011. Nilai
tersebut mengalami peningkatan sebesar 24,7%

1. Korespondensi Kemala Nur Shabrina, Mahasiswa Program Studi llmu Administrasi Negara, FISIP, Universitas Airlangga,

JI Airlangga 4-6 Surabaya
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dibandingkan posisi tahun lalu yang nilainya mencapai
Rp 2.423,69 triliun.?

Permasalahan umum yang sering terjadi pada
pemerintah daerah di Indonesia dalam pengelolaan
barang milik daerah adalah belum ada penerapan
aturan atau tata cara pengelolaan barang milik daerah
yang mengakibatkan barang milik daerah belum dapat
diinventarisasi secara tepat dan tidak memiliki data
yang valid, ditambah lagi sumber daya manusia yang
masih sangat terbatas dan kurang ahli/kurang terlatih
serta mental korupsi, kolusi dan nepotisme yang masih
sangat sulit dihilangkan. > Hal ini mengakibatkan
barang yang dikelola oleh Pemerintah daerah
cenderung tidak optimal dalam penggunaan dan
pemanfaatannya. Dampak dari sisi ekonominya adalah
tidak diperolehnya pendapatan yang seimbang dengan
nilai barang yang dimiliki. Sedangkan dampak dari sisi
keamanan atau hukum terhadap barang yang tidak
teradministrasi dengan baik, seperti tidak lengkapnya
dokumen kepemilikan akan mengakibatkan hilangnya
aset dari tangan Pemerintah daerah. Dengan
pengelolaan barang atau aset yang baik diharapkan
manajemen aset menjadi lebih efektif dan efisien,
sehingga Pemerintah wajib melakukan pengamanan
terhadap BMD. Menurut Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis
Pengelolaan Barang Milik Daerah, Pengamanan adalah
kegiatan tindakan pengendalian dalam pengurusan
barang milik daerah dalam bentuk pengamanan
administratif, pengamanan fisik dan pengamanan
hukum. * Dalam rangka pengamanan administratif
dibutuhkan sistem penatausahaan yang dapat
menciptakan pengendalian (controlling) atas BMD.
Selain  berfungsi sebagai alat kontrol, sistem
penatausahaan tersebut juga harus dapat memenuhi
kebutuhan  manajemen  pemerintah di  dalam
perencanaan pengadaan, pengembangan, pemeliharaan,
maupun penghapusan (disposal).

Surabaya merupakan kota yang memiliki
banyak aset yang berasal dari APBD maupun
perolehan lainnya yang sah. Perolehan lainnya yang
sah dapat berasal dari hibah masyarakat atau hibah dari
Pemerintah pusat. Aset yang telah menjadi hak milik
daerah tersebut harus dikelola dengan baik dan benar.
Oleh Kkarena itu, diperlukan suatu sistem dalam
pengelolaan BMD agar dimungkinkan pemanfaatannya
untuk meningkatkan pendapatan asli daerah.®

> AAMCoG. Pedoman Sistem Terpadu Pengelolaan Aset
yang Strategis (Brisbane: Jurnal Version 1.07,
Desember 2012). Hal: 2

® http://seknasfitra.org/ diakses pada tanggal 1
Desember 2013 jam 12.30

* peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun
2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang
Milik Daerah

> www.surabayapost.co.id diakses pada tanggal 7 April
2013 jam 19.00

Pelaksanaan APBD 2011 Kota Surabaya
ditetapkan dengan status Wajar Dengan Pengecualian
(WDP) oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) karena
ditemukan banyak aset tetap Kota Surabaya yang
hilang.®

Berikut adalah data aset tetap milik
Pemerintah Kota Surabaya yang bermasalah:

Tabel 1.1
Data Aset Kota Surabaya yang bermasalah’

NO NAMA ASET Lgé(?rs' LUAS DAN STATUS
1. Kolam Renang Brantas | Jalan Irian Barat | Lepas pada tahun 2008
12 Ha
2. Kebun Bibit Bratang Hak kelola pada tahun
2010
Ruas Jalan Kenari
(penghubung Jalan 2.020,70 m2
= Tunjungan dan Jalan Genteng Lepas 1997-2001
Simpang Dukuh)
A . 21.500 m?
4. BTKD Terminal Cargo Sidotopo Wetan Dikuasai Warga
BTKD Kelurahan 9.338 m?
- Siwalankerto ecieanaan Dikuasai Warga
10.000 m?
6. BTKD Bulak Cumpat Bulak Cumpat Dikapling Warga
43.700 m?
7. BTKD Bulak Banteng Bulak Banteng Didirikan Rumah
g . 6.000 m2
8. BTKD Tambak Wedi Tambak Wedi Didirikan Ruko
- S . 3.000 m2
9. Gelora Pantjasila Dukuh Pakis Nyaris Lepas
10.768,88 m? (kawasan
RTH)
Kawasan Penjaringan 18.586,50 m? (kawasan
10; Asri dan Medokan Ayu Ringt non-RTH)
Dikuasai Yayasan Kas
Pembangunan (YKP)
Dikapling-kapling
1. Kawasan Gunung Anyar Rungkut masyarakat
12. Lahan PDAM Basuki Rahmat Lepas
Persil Hotel Shangri-La Mayjen )
b dan persil TVRI Sungkono £7.000m
Telah dibangun gedung
’ Honda Surabaya
14. Brandgaggr;]s::trl Easil Basuki Rahmat | Centre milik PT. Istana
Mobil Surabaya Indah
(IMS1)
. " 4,3 Ha
154 Pasar Turi Pasar Turi Sertifikat bermasalah

Sumber: Jawa Pos, edisi Rabu 17 April 2013. Hal: 29

Berdasarkan fenomena di atas, permasalahan
aset Pemkot Surabaya memerlukan adanya tindakan
dari pihak Pemkot Surabaya karena mengingat
banyaknya aset Pemkot yang bermasalah, dikuasai oleh
pihak ketiga, tidak jelasnya dokumen kepemilikan aset,
bahkan hilangnya aset yang bernilai lebih. Untuk
mengatasi permasalahan aset ini, maka Pemkot
Surabaya perlu memperbaiki upaya pengamanan aset
baik secara administrasi, fisik, dan hukum yang
dianggap gagal diimplementasikan.

® http://formatnews.com/ diakses pada tanggal 7 April
2013 jam 19.30

7 Bagus. Layak untuk Sentra PKL. Jawa Pos. Rabu 17
April 2013. Hal: 29
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Dengan melakukan penelitian ini diharapkan
dapat melengkapi penelitian-penelitian sebelumnya
yang memiliki kesamaan tema penelitian terkait
dengan manajemen aset daerah. Seperti penelitian yang
dilakukan oleh Dheny Widiyastiti ® yang berjudul
Implementasi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor
17 Tahun 2007 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan
Barang Milik Daerah di Kabupaten Jombang.
Kesimpulan penelitian tersebut menyebutkan bahwa
Pemerintah Kabupaten Jombang telah
mengimplementasikan Permendagri 17 Tahun 2007
tentang  Pengelolaan BMD. Disamping itu
implementasi Permendagri 17 ini adalah sebagai wujud
dari kewajiban Pemkab Jombang sebagai daerah
otonom yang harus melaksanakan kebijakan regulative
dari Pemerintah pusat. Fokus utama pengelolaan BMD
dalam tesis tersebut terletak pada pengadaan,
penatausahaan, penilaian, dan penghapusan Kkarena
temuan BPK yang menggambarkan ketidakpatuhan
terhadap peraturan perundangan yang berlaku.

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis
tertarik untuk melakukan penelitian dan membuat
skripsi dengan judul Efektivitas Pengamanan Aset
dalam Mewujudkan Akuntabilitas di Pemerintah Kota
Surabaya.

Dari latar belakang yang telah diuraikan
sebelumnya, maka rumusan masalah yang dapat dibuat
oleh peneliti adalah Bagaimana efektivitas pengamanan
aset dalam mewujudkan akuntabilitas di Pemerintah
Kota Surabaya? Dan Faktor-faktor apa sajakah yang
mempengaruhi efektivitas pengamanan aset-asetnya?

Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk
mendeskripsikan  efektivitas pengamanan dalam
mewujudkan akuntabilitas di Pemerintah Kota
Surabaya dan untuk mengetahui faktor-faktor yang
menunjang dan menghambat keefektivan pengamanan
asetnya.

EFEKTIVITAS

Program merupakan seperangkat kegiatan
yang diorganisasikan untuk mencapai tujuan tertentu.
Pencapaian tujuan  tersebut berkaitan dengan
efektivitas. Efektivitas merupakan gambaran tingkat
keberhasilan dalam mencapai tujuan yang ditetapkan.
Efektivitas terkait dengan hubungan antara hasil yang
diharapkan dengan hasil yang sesungguhnya dicapai.
Efektivitas merupakan hubungan antara output dengan
tujuan. Semakin besar kontribusi output terhadap

8 Widiyastiti Dheny. Implementasi Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 Tentang
Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah di
Kabupaten Jombang (Universitas Airlangga: Tesis,
2010)

pencapaian tujuan, maka semakin efektif suatu
program/ kegiatan maupun organisasi.’

Efektivitas dapat dipahami sebagai derajat
keberhasilan suatu program dalam usahanya untuk
mencapai tujuan program tersebut. Suatu program
dapat dikatakan efektif jika suatu tujuan, sasaran
program dapat tercapai sesuai batas waktu yang
ditargetkan, tanpa mempedulikan biaya yang
dikeluarkan.*°

Efektivitas digunakan sebagai tolok ukur
untuk membandingkan antara rencana dan proses yang
dilakukan dengan hasil yang dicapai. Sehingga, untuk
menentukan efektif atau tidaknya suatu program/
kegiatan diperlukan adanya ukuran-ukuran efektivitas.
Menurut Cambel J.P, pengukuran efektivitas secara
umum dan yang paling menonjol adalah:**

Keberhasilan program
Keberhasilan sasaran
Kepuasan terhadap program
Tingkat input dan output
Pencapaian tujuan menyeluruh

o s iN

Duncan berpendapat lain mengenai ukuran
efektivitas, yaitu:*?

Ly

Pencapaian tujuan menyeluruh

2. Integrasi adalah pengukuran terhadap tingkat
kemampuan suatu organisasi untuk mengadakan
sosialisasi,  pengembangan  konsensus  dan
komunikasi dengan berbagai macam organisasi
lainnya. Integrasi menyangkut prosedur dan proses
sosialisasi

3. Adaptasi adalah kemampuan organisasi untuk

menyesuaikan  diri  dengan  lingkungannya.

Sehingga digunakan tolok ukur proses pengadaan

dan pengisian tenaga kerja.

Dalam penelitian ini, peneliti akan melakukan
elaborasi beberapa ukuran efektivitas yang dianggap
tepat dan dapat digunakan, yaitu keberhasilan program
dan keberhasilan sasaran menurut Cambel JP, dan
integrasi  menurut  Duncan.  Pemilihan  ukuran
efektivitas ini diambil karena peneliti ingin melihat
keberhasilan program/ kegiatan yang diteliti dari segi
teknisnya, yaitu mulai dari pelaksanaan kegiatan,
penentuan  sasaran  kegiatan, sampai  dengan
pengembangan bentuk kerjasama dengan instansi
lainnya.

PENGAMANAN ASET

® Mahmudi. Manajemen Kinerja Sektor Publik (Edisi
kedua) (Yogyakarta: STIM YKPN). Hal: 86

10 Agoes, Sukrisno. Pemeriksaan Akuntansi (Edisi
Kedua) (Jakarta: Lembaga Penerbit FE Ul). Hal: 180
" http://repository.usu.ac.id hal: 48

" Ibid., hal: 53
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Pengamanan merupakan kegiatan atau
tindakan pengendalian dan penertiban dalam upaya
pengurusan barang milik daerah secara fisik,
administratif, dan tindakan hukum. Pengamanan dititik
beratkan pada penertiban atau pengamanan secara fisik
dan administratif, sehingga barang milik daerah
tersebut dapat dipergunakan atau dimanfaatkan secara
optimal serta terhindar dari penyerobotan pengambil
alihan atau klaim dari pihak lain.*

Pengamanan dilakukan terhadap barang milik
daerah berupa barang inventaris dalam proses
pemakaian dan barang persediaan dalam gudang yang
diupayakan secara fisik, administratif, dan tindakan
hukum.**

A. Pengamanan fisik
a. Barang inventaris
Pengamanan terhadap barang-barang bergerak
dilakukan dengan cara:
¢ Pemanfaatan sesuai tujuan
e Penggudangan atau penyimpanan baik
tertutup maupun terbuka
e Pemasangan tanda kepemilikan

Pengamanan terhadap barang tidak bergerak
dilakukan dengan cara:

e Pemagaran
e Pemasangan papan tanda kepemilikan
e Penjagaan
b. Barang persediaan
Pengamanan terhadap barang persediaan
dilakukan oleh penyimpanan dan/ atau
pengurus barang dengan cara penempatan
pada tempat penyimpanan yang baik sesuai
dengan sifat barang tersebut agar barang milik
daerah terhindar dari kerusakan fisik.
B. Pengamanan administratif
a. Barang inventaris
Pengamanan administrasi terhadap barang
bergerak dilakukan dengan cara:
e Pencatatan atau inventarisasi
o Kelengkapan bukti kepemilikan antara
lain BPKB, faktur pembelian, dll
e Pemasangan label kode lokasi dan kode
barang berupa stiker

Pengamanan administrasi terhadap barang
tidak bergerak dilakukan dengan cara:

e Pencatatan atau inventarisasi

e Penyelesaian bukti kepemilikan seperti
IMB, Berita Acara Serah Terima, Surat
Perijinan, Akte Jual Beli, dan Dokumen
pendukung lainnya

B3 Soleh, Chabib dan Rochmansjah, Heru. Opcit.
Hal:216
" Sumini dan Esther. Opcit. Hal: 43

b. Barang persediaan
Pengamanan administratif terhadap barang
persediaan dilakukan dengan cara pencatatan
dan penyimpanan secara tertib.
C. Tindakan hukum
Pengamanan melalui upaya hukum terhadap
barang inventaris yang bermasalah dengan pihak
lain, dilakukan dengan cara:
e Negosiasi (musyawarah) untuk mencari
penyelesaian
e Penerapan hukum

AKUNTABILITAS

Pengelolaan kekayaan daerah harus memenubhi
prinsip akuntabilitas publik. Akuntabilitas publik yang
harus dipenuhi paling tidak meliputi:*

a. Akuntabilitas kejujuran dan akuntabilitas hukum
(accountability for probability and legality),
terkait dengan penghindaran penyalahgunaan
jabatan (abuse of power) oleh pejabat dalam
penggunaan dan pemanfaatan kekayaan daerah,
sedangkan akuntabilitas hukum terkait dengan
jaminan adanya kepatuhan terhadap hukum dan
peraturan lain yang disyaratkan dalam penggunaan
kekayaan publik.

b. Akuntabilitas proses (process accountability),
terkait dengan dipatuhinya prosedur yang
digunakan dalam melaksanakan pengelolaan
kekayaan daerah, termasuk didalamya dilakukan
Compulsory Competitive Tendering Contract
(CCTC) dan penghapusan mark-up. Untuk itu
perlu kecukupan sistem informasi akuntansi,
sistem informasi manajemen, dan prosedur
administrasi.

c. Akuntabilitas kebijakan (policy accountability),
terkait dengan pertanggungjawaban pemerintah
daerah terhadap DPRD dan masyarakat luas atas
kebijakan-kebijakan penggunaan dan pemanfaatan
kekayaan daerah.

METODE PENELITIAN

Untuk dapat menjawab serta menyelesaikan
permasalahan tentang manajemen aset Pemkot
Surabaya dengan fokus efektivitas pengamanan aset
dalam mewujudkan akuntabilitas di Pemkot Surabaya,
maka pendekatan yang digunakan oleh peneliti adalah
metode kualitatif dengan tipe penelitian bersifat
deskriptif. Metode kualitatif yaitu pengamatan,
wawancara, atau penelaahan dokumen. Peneliti
menggunakan metode kualitatif karena metode ini
menyajikan secara langsung hubungan antara peneliti
dan informan. Penelitian tipe deskriptif merupakan
penelitian yang mencoba untuk memberikan gambaran
secara sistematis tentang situasi, permasalahan,
fenomena, layanan atau program Penelitian ini
mengumpulkan data berupa kata-kata dan gambar.

>Mardiasmo. Opcit., hal: 40
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Dengan demikian, laporan penelitian akan berisi
kutipan-kutipan data untuk memberi gambaran
penyajian laporan.

Penelitian ini dilakukan di Dinas Pengelolaan
Bangunan dan Tanah Kota Surabaya, Bagian
Perlengkapan Pemerintah Kota Surabaya, dan Bagian
Hukum  Pemerintah  Kota  Surabaya dengan
pertimbangan Kota Surabaya merupakan kota yang
mendapatkan status wajar dengan pengecualian oleh
Badan Pemeriksa Keuangan atas aset-asetnya DAN
Dinas Pengelolaan Bangunan dan Tanah, Bagian
Perlengkapan, dan Bagian Hukum Pemerintah Kota
Surabaya merupakan pusat data dan informasi bagi
peneliti untuk menggali informasi yang berkaitan
dengan permasalahan yang diambil.

Dalam penelitian ini, informan penelitiannya
adalah seluruh aspek yang terlibat dalam efektivitas
pengamanan aset. Oleh karena itu penelitian ini
dilakukan secara purposive sampling. Dalam penelitian
kualitatif pemilihan informan secara purposive sangat
penting, karena informan penelitian inilah yang
mempunyai kaitan langsung dengan topik dan masalah
yang diteliti.'® Informan penelitian ini terdiri dari 7
orang yang berasal dari 3 instansi yang berbeda, yaitu
Dinas Pengelolaan Bangunan dan Tanah Kota
Surabaya, Bagian Perlengkapan Pemerintah Kota
Surabaya, dan Bagian Hukum Pemerintah Kota
Surabaya.

Teknik pengumpulan data merupakan langkah
yang paling strategis dalam penelitian karena tujuan
utama penelitian adalah mendapatkan data.'” Dalam
penelitian ini, peneliti mengumpulkan data primer dan
data sekunder.

Data primer adalah data yang langsung
berkaitan dengan objek penelitian, tidak soal
mendukung atau melemahkannya.'® Data primer dalam
penelitian ini dikumpulkan melalui wawancara dengan
informan dan observasi langsung di lapangan untuk
memperoleh data yang benar dan akurat.

Data sekunder adalah data yang mendukung
proyek penelitian, yang mendukung data primer, yang
melengkapi data primer . Untuk mendukung dan
melengkapi data primer penelitian ini, peneliti juga
mengumpulkan data dengan mempelajari  buku,
laporan/ jurnal penelitian, atau artikel yang berkaitan
dengan permasalahan yang diteliti.

Analisis data dalam penelitian ini mengacu pada
teknik analisis data kualitatif, diantaranya seperti yang
dijelaskan oleh Miles dan Huberman yang
mengemukakan bahwa aktivitas analisis data kualitatif

'® Hasan, M. Igbal. Pokok-Pokok Materi Metodologi
Penelitian dan Aplikasinya (Bogor: Ghalia Indonesia,
2002). Hal: 64

v Sugiyono. Memahami Penelitian Kualitatif. Bandung:
CV Alfabeta, 2007). Hal: 62

¥ Nd raha, Talizuduhu. Research: Teori Metodologi
Administrasi (Jakarta: PT Bina Aksara, 1985). Hal: 59

¥ Ibid., hal: 60

dilakukan secara terus menerus pada setiap tahapan

penelitian, sehingga data diperoleh sampai tuntas dan

sampai jenuh.? Aktivitas analisis data tersebut dalam
penelitian ini dijelaskan sebagai berikut:

1. Reduksi data yaitu merangkum, memilih hal-hal
pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting
untuk dicari tema dan polanya. Dengan demikian,
data yang telah direduksi akan memberikan
gambaran yang lebih jelas dan mempermudah
melakukan pengumpulan data selanjutnya. Dalam
penelitian ini, reduksi data dilakukan sejak
penelitian berlangsung sehingga mempermudah
penentuan informasi-informasi yang diperlukan
selanjutnya untuk mendeskripsikan efektivitas
pengamanan aset dalam mewujudkan akuntabilitas
di Pemerintah Kota Surabaya, sehingga dapat
diperoleh data yang terarah.

2. Penyajian Data yang dapat dilakukan dalam
bentuk uraian singkat, tabel, dan sejenisnya.
Dengan penyajian data tersebut, maka akan
memudahkan untuk memahami apa yang terjadi
dan merencanakan kerja selanjutnya berdasarkan
apa yang telah dipahami. Dalam penelitian ini,
data disajikan secara lebih sederhana baik dengan
uraian yang singkat sesuai dengan kebutuhan
informasi yang diperlukan, tabel, dan gambar
sehingga mempermudah proses pemahaman
terhadap informasi yang diperoleh dari hasil
penelitian dan memperjelas tindakan yang akan
dilakukan selanjutnya berdasarkan pemahaman
yang ada sesuai dengan kebutuhan untuk
menjawab pertanyaan penelitian.

3. Penarikan Kesimpulan dimaksudkan  untuk
menjawab rumusan masalah mengenai bagaimana
efektivitas pengamanan aset dalam mewujudkan
akuntabilitas di Pemerintah Kota Surabaya.

Dalam penelitian ini peneliti memeriksa
keabsahan data dengan mengunakan teknik triangulasi.
Triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data
yang memanfaatkan sesuatu yang lain.? Triangulasi
yang digunakan adalah dengan triangulasi sumber.
Triangulasi Sumber digunakan untuk memeriksa data
dengan membandingkan data yang sama dari sumber
yang satu dengan sumber data yang lain.

HASIL DAN PEMBAHASAN
Keberhasilan Program

Efektivitas adalah pengukuran dalam arti
tercapainya tujuan yang telah ditentukan sebelumnya.?
Efektivitas digunakan sebagai tolok ukur untuk
membandingkan antara rencana dan proses yang
dilakukan dengan hasil yang dicapai. Sehingga, untuk
menentukan efektif atau tidaknya suatu program/
kegiatan diperlukan adanya ukuran-ukuran efektivitas.
Menurut Cambel J.P, salah satu pengukuran efektivitas

20 Sugiyono. Ibid. hal: 92
2 Moleong, Lexy. J. Opcit., hal: 330
%2 http://repository.usu.ac.id
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yaitu keberhasilan program. # Efektivitas program
dapat dijalankan dengan kemampuan operasional
dalam melaksanakan program-program kerja yang
sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan
sebelumnya.”

Pelaksanaan pengamanan aset terdiri dari tiga
program, yaitu pengamanan administrasi, pengamanan
fisik, dan pengamanan  hukum. Pelaksanaan
pengamanan administrasi dilakukan dengan cara
melakukan pencatatan dan pelaporan. Pencatatan aset
disini dilakukan untuk memasukkan register aset yang
telah diajukan kepada Sekretaris Daerah, kemudian
dari Sekretaris Daerah akan turun disposisi ke Bagian
Perlengkapan. Bagian perlengkapan disini bertindak
sebagai pembantu pengelola aset milik Pemerintah
Kota Surabaya yang tugasnya mencatat aset yang
dikelola masing-masing SKPD ke SIMBADA. Sejauh
ini para aparatur pelaksana berhasil melakukan
kegiatan pencatatan tersebut. Namun keberhasilan
pencatatan tersebut juga ditemukan beberapa masalah
seperti adanya pencatatan dobel dalam SIMBADA.
Pencatatan dobel dalam SIMBADA tersebut
maksudnya suatu aset tanah tercatat oleh lebih dari satu
SKPD. Sebagai contoh suatu aset tanah tercatat sebagai
aset yang dikelola oleh Dinas Pengelolaan Bangunan
dan Tanah dan juga tercatat sebagai aset yang dikelola
Dinas Pendidikan. Adanya tumpang tindih pencatatan
dalam SIMBADA tersebut yang mengakibatkan
pelaksanaan pengamanan administrasi tidak berjalan
efektif.

Untuk pengamanan fisik, pengamanan fisik
dilakukan dengan cara memasang patok batas, pagar
kawat berduri, dan papan nama aset pada obyek aset
tanah kosong milik Pemerintah Kota Surabaya. Tidak
jaun  beda dengan pelaksanaan  pengamanan
administrasi, dalam pengamanan fisik juga ditemukan
adanya masalah yang sering dijumpai dalam
pelaksanaan programnya. Meskipun para aparatur
pelaksana pengamanan fisik sudah menjalan program
pengamanan seperti yang telah disebutkan oleh peneliti
diatas, namun pada faktanya di lapangan masih sering
kita jumpai adanya aset tanah kosong milik Pemerintah
Kota Surabaya yang telah dibangun bangunan liar
bahkan ada yang berubah menjadi rumah ibadah
beserta kampung kecil yang sarat penduduk. Hal
tersebut dijumpai oleh peneliti di Kecamatan Bulak
Banteng seperti yang tertera pada gambar 3.1.
Banyaknya pihak ketiga yang berusaha menguasai dan
mengklaim aset tanah milik Pemerintah Kota Surabaya
menjadikan pelaksanaan program pengamanan fisik ini
tidak berjalan secara efektif.

Pelaksanaan pengamanan hukum terdiri atas
upaya negosiasi, upaya pengadilan perdata maupun
pidana, atau tindakan penyitaan secara paksa. Dalam
pelaksanaan pengamanan hukum pun tidak luput dari
adanya masalah yang menghambat keberhasilan
program tersebut. Masalah tersebut seperti minimnya

2 Ibid., hal: 48
* Ibid.

data mengenai status dan kedudukan aset tanah milik
Pemerintah Kota Surabaya, hal tersebut mengakibatkan
Pemkot digugat oleh pihak Kketiga. Penyelesaian
perkara sengketa di pengadilan, Pemkot dibantu oleh
tim bantuan hukum selaku pengacara Pemkot.
Meskipun begitu, hasil keputusan perkara ada di tangan
hakim. Jadi, Pemkot tidak selalu menang atas perkara
dan juga bahkan harus siap kehilangan aset tanahnya
yang mengakibatkan kerugian milyaran rupiah.
Permasalahan tersebut yang mengakibatkan program
pengamanan hukum berjalan tidak efektif.

Jadi, berdasarkan pengukuran efektivitas yang
dikemukakan oleh Cambel JP, keberhasilan program
pelaksanaan pengamanan baik secara administrasi,
fisik, dan hukum berjalan tidak efektif.

Keberhasilan Sasaran

Efektivitas ditinjau dari sudut pencapaian
tujuan, dimana keberhasilan suatu organisasi harus
mempertimbangkan bukan saja sasaran organisasi
tetapi juga mekanisme mempertahankan diri dalam
mengejar sasaran. Dengan Kkata lain, penilaian
efektivitas harus berkaitan dengan masalah sasaran
maupun tujuan.”

Dalam upaya pengamanan administrasi,
sasaran  yang ditetapkan  sebelumnya adalah
pelaksanaan sertifikasi terhadap aset tanah Pemkot
yang belum jelas status dan kedudukannya, hal tersebut
yang sampai saat ini sedang dalam proses pencapaian.
Tidak hanya itu, para aparatur pelaksananya juga
sedang menelusuri data aset di SIMBADA yang
pencatatannya dobel. Namun pelaksanaan pengamanan
administrasi di tubuh Pemkot bisa dikatakan efektif
karena terbukti dengan pencatatan aset tanah Pemkot
yang selalu terregister ke dalam SIMBADA meskipun
ada beberapa masalah dobel pencatatan.

Lain halnya dengan pengamanan fisik.
Pelaksanaan pengamanan fisik jauh dikatakan tepat
sasaran. Hal ini dikarenakan masih banyak aset tanah
kosong milik Pemkot yang terdapat bangunan liar
meskipun sudah dipasang patok batas, pagar, dan
papan nama aset. Hal tersebut dikarenakan lemahnya
monitoring para aparatur pelaksana yang juga
disebabkan oleh kurangnya SDM dalam bidang
pengamanan di Dinas Pengelolaan Bangunan dan
Tanah Kota Surabaya.

Berbeda pula dengan pengamanan hukum.
Dalam pengamanan hukum, pelaksanaannya juga
belum bisa dikatakan berhasil tepat sasaran. Hal
tersebut  dikarenakan masih banyaknya perkara
sengketa di pengadilan yang belum terselesaikan.
Perkara tersebut muncul akibat Pemkot Surabaya yang
tidak memiliki bukti kepemilikan yang kuat atas aset
tanahnya. Banyaknya hukum agraria di Negara ini juga
mengakibatkan timbul banyaknya bukti kepemilikan
atas tanah yang menjadi pertimbangan hakim untuk
memutuskan perkara.

% Ibid.
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Berdasarkan pengukuran efektivitas dari segi
keberhasilan sasaran menurut Cambel JP, pelaksanaan
pengamanan administrasi, fisik, dan hukum tidak
mencapai sasaran.

Integrasi

Menurut Duncan, salah satu pengukuran
efektivitas adalah  integrasi. Integrasi  adalah
pengukuran terhadap tingkat kemampuan suatu
organisasi untuk mengadakan sosialisasi,
pengembangan konsensus dan komunikasi dengan
berbagai macam organisasi lainnya. Integrasi
menyangkut prosedur dan proses sosialisasi.? Integrasi
dalam penelitian ini terkait dengan pengembangan
konsensus dan komunikasi dengan berbagai macam
organisasi lainnya.

Dalam pengamanan administrasi, para
aparatur pelaksananya menjalin adanya koordinasi
dengan Bagian Perlengkapan untuk melakukan
pencatatan ke dalam SIMBADA. Kemudian untuk
mengatasi permasalahan aset tanah yang belum jelas
status dan kedudukannya, Pemkot melakukan
kerjasama dengan BPN untuk melakukan sertifikasi.
Pemkot juga melakukan koordinasi dengan kelurahan
dan kecamatan yang ada di Surabaya terkait
permasalahan tanah BTKD.

Untuk pengamanan fisik, pelaksanaannya
dibantu dengan Satpol PP, Polisi, maupun TNI dalam
upaya penertiban aset tanah kosong milik Pemkot yang
diduduki dan dikuasai oleh pihak ketiga tanpa adanya
hubungan hukum yang jelas. Selain itu, Pemkot juga
mengadakan adanya program pengadaan barang dan
jasa untuk proyek pemasangan pagar.

Sedangkan dalam pengamanan hukum,
pelaksanaannya melibatkan Bagian Hukum selaku
pengacara Pemkot dalam hal perkara sengketa di
Pengadilan. Selain itu Pemkot juga berkoordinasi
dengan narasumber maupun praktisi hukum untuk
meminta pendapat dan solusi dari permasalahan yang
dihadapi Pemkot mengenai perkara sengketa tanah di
Pengadilan.

Jadi, secara garis besar pelaksanaan
pengamanan administrasi, fisik, dan hukum efektif dari
segi integrasi.

Akuntabilitas Pengamanan Aset

Menurut Mardiasmo, prinsip akuntabilitas
publik dalam manajemen aset yang harus dipenuhi
paling tidak meliputi akuntabilitas kejujuran dan
hukum, akuntabilitas proses, dan akuntabilitas
kebijakan.?’

Akuntabilitas  kejujuran  adalah  bentuk
pertanggungjawaban yang terkait dengan penghindaran
penyalahgunaan  jabatan.  Dalam  pelaksanaan
pengamanan administrasi, fisik, dan hukum tidak

*® Ibid. Hal: 53

*’ Mardiasmo. 2002. Prinsip-Prinsip Manajemen Dalam
Pembiayaan Desentralisasi (Yogyakarta: FE-UGM) hal:
40

ditemukan adanya penyalahgunaan  wewenang
jabatannya. Para aparatur pelaksana bekerja sesuai
dengan tupoksi masing-masing bidang.

Akuntabilitas  hukum  adalah  bentuk
pertanggungjawaban yang terkait dengan jaminan
adanya kepatuhan terhadap hukum. Dalam pelaksanaan
pengamanan administrasi, fisik, dan hukum, pedoman
pelaksanaannya adalah Peraturan Walikota Surabaya
Nomor 36 Tahun 2013 tentang Pengamanan Barang
Milik Daerah.

Akuntabilitas proses adalah bentuk
pertanggungjawaban yang terkait dengan dipatuhinya
prosedur yang digunakan dalam melaksanakan
pengelolaan kekayaan daerah. Prosedur pelaksanaan
pengamanan barang milik daerah tertulis pada
Peraturan Walikota Surabaya Nomor 36 tahun 2013,
untuk pengamanan administrasi tertera pada pasal 4,
untuk pengamanan fisik tertera pada pasal 11,
sedangkan untuk pengamanan hukum ada pada pasal
12. Ketiga pelaksanaan pengamanan tersebut, sudah
sesuai dengan prosedur yang ada dalam Perwali Nomor
36 tahun 2013.

Akuntabilitas  kebijakan adalah  bentuk
pertanggungjawaban Pemerintah Daerah atas kebijakan
yang telah dibuat. Seluruh pertanggungjawaban
pelaksanaan pengamanan administrasi, fisik, dan
hukum dilakukan kepada Sekretaris Daerah selaku
pengelola barang milik daerah. Bentuk
pertanggungjawaban pengamanan administrasi kepada
Sekda berupa laporan pencatatan atas aset tanah yang
dikelola Dinas Pengelolaan Bangunan dan Tanah yang
diregister ke SIMBADA oleh Bagian Perlengkapan.
Untuk pengamanan fisik, bentuk
pertanggungjawabannya ke Sekda berupa laporan per
kegiatan pemasangan patok batas, pagar kawat berduri,
dan papan nama aset. Sedangkan untuk pengamanan
hukum, bentuk pertanggungjawabannya berupa laporan
per perkara sengketa tanah di pengadilan, baik itu
perkara yang dimenangkan oleh Pemkot maupun kalah,
sehingga tampak dalam neraca bagaimana pengelolaan
aset tanahnya per tahun dan berdampak pada keuangan
daerah.

Meskipun praktek di lapangan menunjukkan
pelaksanaan pengamanan administrasi, fisik, dan
hukum tidak efektif, namun pertanggungjawaban
kegagalan pelaksanaannya selalu dilaporkan kepada
Sekretaris Daerah sebagai bentuk pertanggungjawaban
atas pengamanan aset milik Pemerintah Kota Surabaya.

Faktor-faktor yang Mempengaruhi

Proses pengelolaan barang milik
negara/daerah sebagaimana yang diatur dalam PP
Nomor 6 Tahun 2006, harus didukung adanya
efektivitas organisasi dan sumber daya aparatur
pelaksana.?®

Dari ketiga pelaksanaan pengamanan dalam
penelitian ini, secara garis besar sumber daya aparatur

?® peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang
Pengelolaan Barang Milik Daerah
7
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dari pengamanan fisik merupakan faktor yang
mengakibatkan ketidakefektivan dari pelaksanaan
pengamanan aset.

Menurut Yusuf, salah satu hal yang perlu
diperhatikan dalam pengelolaan aset/ barang milik
daerah vyaitu landasan hukum pengelolaan harus
dioperasionalkan.? Pengoperasionalan landasan hukum
dimaksudkan  agar  pelaksanaan ~ pengamanan
administrasi, fisik, dan hukum dapat berjalan sesuai
aturan dan peraturan yang berlaku. Dalam penelitian
ini, landasan hukum yang dipakai dalam pengamanan
administrasi, fisik, dan hukum Pemerintah Kota
Surabaya adalah Peraturan Walikota Surabaya Nomor
36 tahun 2013 tentang Pengamanan Barang Milik
Daerah.

Tersedianya sarana dan prasarana Yyang
merupakan salah satu faktor pendukung keberhasilan
suatu program. Namun dalam penelitian ini, fakta di
lapangan menunjukkan bahwa sarana dan prasarana
dalam pelaksanaan pengamanan administrasi, fisik, dan
hukum dianggap sebagai faktor ketidakefektivan
pengamanan aset milik Pemkot Surabaya. Dalam
pengamanan fisik, Kepala Seksi Pengamanan
mengeluhkan kurangnya SDM di bidang pengamanan
yang mengakibatkan lemahnya monitoring terhadap
aset tanah milik Pemerintah Kota Surabaya yang
terbilang banyak, kemudian kurangnya kendaraan
operasional juga menghambat para aparatur pelaksana
untuk terjun ke lapangan mengamati secara langsung
pelaksanaan pemasangan patok batas, pagar, dan papan
nama aset. Selain itu, dalam pengamanan administrasi
pun para aparatur juga mengeluhkan tidak adanya
standar operasional dalam SIMBADA yang membuat
SIMBADA tidak dapat memunculkan kronologis dan
historis asal-usul aset tanah, sehingga menyulitkan
Pemkot untuk melakukan proses sertifikasi. Sulitnya
untuk mendapatkan sertifikat atas aset tanah Pemkot
berpengaruh pada pelaksanaan pengamanan hukum,
dimana ketika Pemkot tergugat atas suatu aset tanah
maka Pemkot bisa diindikasikan kalah karena tidak
memiliki bukti kepemilikan yang sah atas aset
tanahnya.

KESIMPULAN

Dari hasil penyajian dan analisis data hasil
penelitian, maka dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan
pengamanan aset Pemerintah Kota Surabaya baik
secara administratif, fisik, maupun hukum berjalan
tidak efektif namun akuntabel.

Permasalahan yang ditemui dari pelaksanaan
pengamanan baik secara administrasi, fisik, maupun
hukum yaitu belum terinventarisirnya aset tanah milik
Pemerintah Kota Surabaya yang akurat dalam
SIMBADA, kurangnya sumber daya aparatur
pengamanan fisik dalam memonitor aset tanah milik
Pemkot, penguasaan tanah milik Pemkot oleh pihak

? yusuf. 8 Langkah Pengelolaan Aset Daerah Menuju
Pengelolaan Keuangan Daerah Terbaik (Jakarta:
Salemba Empat, 2010). Hal: 139

ketiga tanpa adanya hubungan hukum vyang jelas,
kurangnya sarana dan prasarana seperti kendaraan
dinas untuk melakukan monitoring di lapangan, dan
beberapa aset tanah milik Pemerintah Kota Surabaya
yang belum bersertifikat.

Namun, ketidakefektivan pelaksanaan
pengamanan aset di Pemerintah Kota Surabaya masih
dapat dipertanggungjawabkan kepada Sekretaris
Daerah selaku Pengelola Barang Milik Daerah.
Pertanggungjawaban  tersebut  berupa  laporan
inventarisasi aset yang tertera dalam SIMBADA,
laporan hasil pengadaan proyek pemasangan pagar
pada aset tanah, dan laporan gugatan perkara sengketa
aset tanah yang dilayangkan pada Pemerintah Kota
Surabaya.

SARAN

Untuk  meningkatkan  efektivitas  dan
akuntabilitas pengamanan aset supaya dapat mencapai
tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan sebelumnya,
maka peneliti memberikan beberapa masukan berupa
saran untuk para aparatur pelaksana pengamanan aset
dan juga dinas terkait.

Untuk dapat menginventarisir aset tanah ke
dalam SIMBADA secara akurat, sebaiknya Pemkot
lebih meningkatkan lagi koordinasi dan konsolidasi
penginventarisasian aset tanah milik Pemkot Surabaya
kepada seluruh SKPD selaku pengguna.

Pemkot juga sebaiknya mengusulkan adanya
tambahan pegawai di bidang Pengamanan agar dapat
meningkatkan efektivitas pengamanan aset secara fisik
dan juga agar dapat melakukan pengawasan dan
pengendalian terhadap aset tanah milik Pemkot yang
rawan dikuasai maupun diklaim oleh pihak ketiga
tanpa adanya hubungan hukum yang jelas yang bisa
merugikan  Pemkot. Kemudian Pemkot juga
mengusulkan adanya perbaikan sarana dan prasarana
yang memadai agar pelaksanaan pengamanan aset
dapat lebih efektif. Untuk mengatasi adanya gugatan
perkara sengketa yang dilayangkan pada Pemkot,
sebaiknya Pemkot segera melakukan sertifikasi aset
tanahnya yang belum jelas status dan kedudukannya.
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